KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.15 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA INDUK (MASTER PLAN)FREKUENSI RADIO

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN

RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang
: a.  Bahwa untuk meningkatkan kualitas penerimaan pancaran siaran radio, perlu dilakukan pengkanalan frekuensi radio siaran FM (frequency modulation);

b.  Bahwa untuk mengatur pengkanalan frekuensi radio siaran yang sesuai dengan ketentuan internasional dan proporsional untuk setiap wilayah, perlu ditetapkan rencana induk (master plan) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM dengan keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penggunaan Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor.KM.24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;

2. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;

3. Stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan disatu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio;

4. Spektrum frekuensi adalah kumpulan pita frekuensi radio;

5. Pita frekuensi radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu;

6. Kanal frekuensi radio adalah satuan terkecil dari spektrum frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio;

7. Alokasi frekuensi radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio terestrial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut diatas untuk setiap jenis dinasnya;

8. Penetapan (assignment) pita frekuensi radio atau kanal frekuensi adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi, dalam hal ini menteri kepada suatu stasiun radio untuk untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu;

9. Effective Radiated Power (ERP) adalah hasil kali dari daya yang diberikan ke antena dengan penguatan (gain) relatif terhadap antena dipole setengah gelombang;

10. Effective High Above Average Terrain (EHAAT) adalah ketinggian efektif suatu antena pemancar yang dihitung dari rata-rata permukaan tanah yang berada diantara 3 s/d 15 Km dari lokasi pemancar;

11. Wilayah layanan (service area) adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya;

12. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi;

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

BAB II

KTENTUAN TEKNIS

Pasal 2

Setiap penyelenggaraan radio siaran FM wajib memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

a. Rentang pita frekuensi radio yang digunakan adalah 87,5 – 108 mHz;

b. Pengkanalan frekuensi radio yang digunakan adalah kelipatan 100 kHz;

c. Penyimpangan frekuensi (frequency devilation) maksimum adalah + 75 kHz pada 100% modulasi;

d. Toleransi frekuensi pemancar (transmitter frequency tolerance) sesuai dengan Appendix Radio Regulation adalah sebesar 2000 Hz;

e. Level spurious emisi minimum 60 Db dibawah level mean power;

f. Lebar pita (band width) untuk deviasi maksimum + 75 kHz dan 100% modulasi maksimum 372 kHz;

g. Osilator (oscillator) harus mempunyai stabilitas frekuensi tengah (centre frequency stability) sebesar maksimum (+) 200 Hz dan maksimum (-) 200 Hz dari frekuensssi tengah;

Pasal 3

1) Stasiun radio siaran publik dan stasiun radio siaran swasta dapat diklasifikasikan dalam 3(tiga) kelas sebagai berikut :

a. Kelas A dengan ERP antara 15 kW sampai dengan 63 kW, dengan wilayah layanan maksimum 30 km dari pusat kota.

b. Kelas B dengan ERP antara 2  Kw sampai dengan 15 kW, dengan wilayah layanan maksimum 20 km dari pusat kota;

c. Kelas C dengan ERP antara 4 Kw, dengan wilayah layanan maksimum 12 km dari pusat kota;

2) Stasiun radio komunitas digolongkan dalam kelas D dengan ERP maksimum 50 W, dengan wilayah layanan maksimum 2,5 km dari lokasi stasiun pemancar;

3) Kuat medan (fieldstrength) pada daerah terluar dari wilayah layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibatasi maksimum 66 dBpV/m;

4) Ketentuan ERP maksimum dan EHAAT maksimum untuk setiap kelas diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 4

1) Radio siaran kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi radio siaran di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

2) Radio siaran kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi radio siaran di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau di Ibu Kota Propinsi;

3) Radio siaran kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi radio siaran di  kota selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

4) Radio siaran kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperuntukkan bagi radio siaran komunitas sepanjang secara teknis memungkinkan;

Pasal 5

1) Berdasarkan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b ditetapkan perencanaan kanal (channelling plan) sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

2) Perencanaan kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai berikut :

a. Kanal 1 s/d 201 untuk radio penyiaran publik dan radio penyiaran swasta;

b. Kanal 202, 203 dan 204 untuk radio penyiaran komunitas;

Pasal 6

1) Pemetaan kanal frekuensi dalam satu wilayah layanan harus dengan jarak antar kanal minimum 800 kHz.

2) Khusus untuk wilayah yang jumlah penyelenggara radio siaran yang sudah ada,  melebihi kanal yang tersedia yaitu diwilayah layanan DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya dan Kota Medan, pengkanalannya diberikan jarak spasi antar kanal minimum 400 kHz;

Pasal 7

Rasio proteksi (protection ratio) penyelenggaraan radio siaran FM yang digunakan harus sesuai dengan Rekomendasi ITU-R BS.412-9 sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;

BAB III

PENGKANALAN FREKUENSI RADIO FM

Pasal 8

Setiap penyelenggaraan radio siaran FM wajib mengikuti pemetaan kanal frekuensi radio siaran FM sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 9

Kota/Wilayah yang berbatasan dengan negara atau tetangga atau cakupan pemancarnya dapat menjangkau negara lain, maka penetapan kanal harus terlebih dahulu dilakukan koordinasi oleh Direktorat Jenderal dengan Administrasi Telekomunikasi negara tetangga yang berkaitan;

Pasal 10

1) Izin stasiun radio untuk keperluan penyiaran  publik dan penyiaran swasta diberikan berdasarkan pengkanalan yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) butir a;

2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan survey lapangan oleh pelaksana teknis (UPT) Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Direktorat Jenderal yang meliputi clearance frekuensi dan pengukuran teknis;

3) Tata cara survey lapangan diatur oleh Direktur Jenderal;

Pasal 11

1) Izin stasiun radio untuk keperluan penyiaran komunitas diberikan berdasarkan pengkanalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) butir b.

2) Izin stasiun radio untuk keperluan penyiaran komunitas terlebih dahulu melalui analisa teknis dari Direktorat Jenderal;

3) Ketentuan analisa teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Direktorat Jenderal;

Pasal 12

Kota /Wilayah yang belum tercantum dalam rencana induk ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;

BAB IV

PENGALIHAN KANAL

Pasal 13

Tata cara pengalihan dan penetapan pengalihan kanal frekuensi radio bagi penyelenggara radio siaran FM yang sudah ada saat ini, akan diatur dengan keputusan tersendiri.

BAB V

SERTIFIKASI PERANGKAT

Pasal 14

Setiap alat dan atau perangkat radio yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM wajib mendapat sertifikat dari Direktorat Jenderal;

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TEKNIS

Pasal 15

1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini;

2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Direktorat Jenderal bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka penggunaan kanal frekuensi radio dalam penyelenggaraan radio siaran FM yang telah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib menyesuaikan dengan selambat-lambatnya 2(dua) tahun terhitung mulai diberlakukannya Keputusan ini;

Pasal 17

1) Penggunaan jarak spasi antar kanal minimumm 400 kHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diberlakukannya Keputusan ini.

2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, pengkanalan frekuensi radio diwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1);

3) Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diadakan penilaian kinerja radio siaran sebagai sarana untuk melakukan proses seleksi sehingga jumlah radio siaran di kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

                                                                             Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 1 APRIL 2003

MENTERI PERHUBUNGAN

Salinan Keputusan ini disampaika kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

4. Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara

5. Menteri Dalam Negeri

6. Menteri Luar Negeri

7. Menteri Pertahanan

8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

9. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi

10. Sekretaris Negara

11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Di Lingkungan Departemen Perrhubungan

12. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

Salinan Keputusan ini sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO,SH

NIP.120105102

XVI. PROPINSI JAWA TIMUR

A. RADIO SIARAN KELAS B

	NO
	WILAYAH
	NOMOR KANAL

	
	
	2,6,10,14,18,22,26,34,38,42,50,58,69

	1.
	KOTA SURABAYA
	73,77,85,89,93,101,105,117,125,136,140,

144,152,156,160,168,172,176,184,192


B. RADIO KELAS C

	NO
	WILAYAH
	NOMOR KANAL

	1
	Kab. Bangkalan
	

	
	a. Bangkalan
	81,148

	2
	Kab. Banyuwangi
	

	
	a. Banyuwangi

    Glagah
	6,22,73,89,140,156

	
	b. Muncar

    Rogojampi
	14,81,148

	
	c. Sempu/ Genteng/ Gambiran
	30,46,97,113,164,180

	
	d. Bangorejo/Pasanggaran
	38, 172

	
	e. Kalibaru
	105

	3
	Kab.Blitar
	

	
	a. Blitar
	1,17,68,84,35,151

	
	b.Wlingi
	9,76,143

	4
	Kota Blitar
	Idem nonor 3.a

	5
	Kab.Bojonegoro
	

	
	a. Bojonegoro
	8,16,24,75,83,91,142,150,158

	6
	Kab.Bondowoso
	

	
	a. Bondowoso
	44,52,60,111,119,127,178,186,194

	7
	Kab.Gresik
	

	
	a. Gresik
	109

	8
	Kab.Jember
	

	
	a. Jember
	4,12,20,71,79,87,131,138,146,154,198

	9
	Kab.Jombang
	

	
	a. Jombang
	32,40,107,166


	10
	Kab.Kediri
	

	
	a. Pare
	127,194

	11
	Kota Kediri
	48, 115, 182

	
	
	

	12.
	Kab.Lamongan
	

	
	a. Lamongan
	30,97, 154

	
	
	

	13
	Kab.Lumajang
	

	
	a.Lumajang
	16,24,32,83,91,99,150,158,166

	
	
	

	14
	Kab.Madiun
	

	
	a. Madiun
	55,63,122,130,189,197

	15
	Kota Madiun
	1dem 14 a

	
	
	

	16
	Kab.Magetan
	

	
	a. Magetan
	31,98,165


	17
	Kab.Malang
	

	
	a. Malang
	4,12,20,36,71,79,87,103,138,146,154,170

	
	b. Singosari
	162

	18
	Kota Malang
	Idem no.17 a

	19
	Kota Batu
	28,95

	20
	Kab.Mojokerto
	

	
	a. Mojokerto
	46, 65, 132

	21
	Kota Mojokerto
	Idem no. 20 a

	22.
	Kab.Nganjuk
	

	
	a. Nganjuk
	44,52,111,119,178,186

	23
	Kab.Ngawi
	

	
	a. Ngawi
	36,103,170

	24
	Kab.Pacitan
	

	
	a. Pacitan
	29,37,98,104,163,171

	25
	Kab.Pamekasan
	

	
	a. Pamekasan
	16,24,83,91,150,58

	26
	Kab.Pasuruan
	

	
	a. Pasuruan
	61, 195

	
	b. Pandaan/Prigen
	128,180

	27
	Kota Pasuruan
	Idem no.24 a

	28
	Kab.Ponorogo
	

	
	Ponorogo
	

	29
	Kab.Probolinggo
	

	
	a.Probolinggo
	8,75,142

	30
	Kota Probolinggo
	Idem no.29 a

	31
	Kab.Sampang
	

	
	a. Sampang
	66,133

	32
	Kab.Sidoarjo
	

	
	a. Sidoarjo
	121,168

	
	b. Krian
	54

	
	c. Waru
	113

	33
	Kab.Situbondo
	

	
	a. Situbondo
	28,36,56,95,103,123,162,170,190

	34
	Kab.Sumenep
	

	
	a. Sumenep
	4,12,20,71,79,87,138,146,154

	35
	Kab.Trenggalek
	

	
	a. Trenggalek
	6,14,73,81,140,148

	36
	Kab.Tuban
	

	
	a. Tuban
	4,12,20,71,79,87,138,146,154

	37
	Kab.Tulungagung
	

	
	a. Tulungagung
	26,34,93,101,160

	
	b. Ngunut
	168


PERENCANAAN KANAL (CHANNELLING PLAN) FREKUENSI RADIO FM

	FREKUENSI

(MHz)
	NO.

KANAL

	87,6
	1

	87,7
	2

	87,8
	3

	87,9
	4

	88,0
	5

	88,1
	6

	88,2
	7

	88,3
	8

	88,4
	9

	88,5
	10

	88,6
	11

	88,7
	12

	88.8
	13

	88,9
	14

	89.0
	15

	89,1
	16

	89,2
	17

	89,3
	18

	89,4
	19

	89,5
	20

	89,6
	21

	89,7
	22

	89,8
	23

	89.9
	24

	FREKUENSI

(MHz)
	NO.

KANAL

	94,4
	69

	94,5
	70

	94,6
	71

	94,7
	72

	94,8
	73

	94,9
	74

	95,0
	75

	95,1
	76

	95,2
	77

	95,3
	78

	95,4
	79

	95,5
	80

	95,6
	81

	95,7
	82

	95,8
	83

	95,9
	84

	96,0
	85

	96,1
	86

	96,2
	87

	96,3
	88

	96,4
	89

	96,5
	90

	96,6
	91

	96,7
	92

	FREKUENSI

(MHz)
	NO.

KANAL

	101,2
	137

	101,3
	138

	101,4
	139

	101,5
	140

	101,6
	141

	101,7
	142

	101,8
	143

	101,9
	144

	102,0
	145

	102,1
	146

	102,2
	147

	102,3
	148

	102,4
	149

	102,5
	150

	102,6
	151

	102,7
	152

	102,8
	153

	102,9
	154

	103,0
	155

	103,1
	156

	103,2
	157

	103,3
	158

	103,4
	159

	103,5
	160


	FREKUENSI

(MHz)
	NO.

KANAL

	90,0
	25

	90,1
	26

	90,2
	27

	90,3
	28

	90,4
	29

	90,5
	30

	90,6
	31

	90,7
	32

	90,8
	33

	90,9
	34

	91,0
	35

	91,1
	36

	91,2
	37

	91,3
	38

	91,4
	39

	91,5
	40

	91,6
	41

	91,7
	42

	91,8
	43

	91,9
	44

	92,0
	45

	92,1
	46

	92,2
	47

	92,3
	48

	92,4
	49

	92,5
	50

	92,6
	51

	92,7
	52

	92,8
	53

	92,9
	54


	FREKUENSI

(MHz)
	NO.

KANAL

	96,8
	93

	96,9
	94

	97,0
	95

	97,1
	96

	97,2
	97

	97,3
	98

	97,4
	99

	97,5
	100

	97,6
	101

	97,7
	102

	97,8
	103

	97,9
	104

	98,0
	105

	98,1
	106

	98,2
	107

	98,3
	108

	98,4
	109

	98,5
	110

	98,6
	111

	98,7
	112

	98,8
	113

	98,9
	114

	99,0
	115

	99,1
	116

	99,2
	117

	99,3
	118

	99,4
	119

	99,5
	120

	99,6
	121

	99,7
	122

	FREKUENSI

(MHz)
	NO.

KANAL

	103,6
	161

	103,7
	162

	103,8
	163

	103,9
	164

	104,0
	165

	104,1
	166

	104,2
	167

	104,3
	168

	104,4
	169

	104,5
	170

	104,6
	171

	104,7
	172

	104,8
	173

	104,9
	174

	105,0
	175

	105,1
	176

	105,2
	177

	105,3
	178

	105,4
	179

	105,5
	180

	105,6
	181

	105,7
	182

	105,8
	183

	105,9
	184

	106,0
	185

	106,1
	186

	106,2
	187

	106,3
	188

	106,4
	189

	106,5
	190


	FREKUENSI

(MHz)
	NO.

KANAL

	93,0
	55

	93,1
	56

	93,2
	57

	93,3
	58

	93,4
	59

	93,5
	60

	93,6
	61

	93,7
	62

	93,8
	63

	93,9
	64

	94,0
	65

	94,1
	66

	94,2
	67

	94,3
	68

	FREKUENSI

(MHz)
	NO.

KANAL

	99,8
	123

	99,9
	124

	100,0
	125

	100,1
	126

	100,2
	127

	100,3
	128

	100,4
	129

	100,5
	130

	100,6
	131

	100,7
	132

	100,8
	133

	100,9
	134

	101,0
	135

	101,1
	136

	FREKUENSI

(MHz)
	NO.

KANAL

	106,6
	191

	106,7
	192

	106,8
	193

	106,9
	104

	107,0
	195

	107,1
	196

	107,2
	197

	107,3
	198

	107,4
	199

	107,5
	200

	107,6
	201

	107,7
	202

	107,8
	203

	107,9
	204


                                                                             MENTERI PERHUBUNGAN
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